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1.

Direksi BUMN;

2. Direksi Anak Perusahaan BUNMN;
3. Direksi Perusahaan Terafiliasi BUMN.

SURAT EDARAN
NOMOR SE-1/MBU/08/2025
TENTANG

PELAKSANAAN ZERO OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL)
DI LINGKUNGAN BUMN

A. Umum

Bahwa layanan infrastruktur jalan yang memadai merupakan program penting
pemerintah, termasuk menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan yang lebih cepat
akibat pelanggaran muatan lebih (over loading) dan/atau pelanggaran ukuran lebih
(over dimension) yang turut berdampak pada peningkatan biaya perbaikan jalan
serta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kemacetan dan mengurangi angka
kecelakaan lalu lintas di jalan, sehingga pemerintah memandang perlu melakukan
penegakan atas pelanggaran muatan lebih dan/atau ukuran lebih.

Berkenaan dengan peningkatan peran BUMN dalam dalam memenuhi muatan agar
tidak melebihi ketentuan dan dalam upaya mewujudkan transportasi logistik yang
efisien berkelanjutan serta menjunjung tinggi aspek keselamatan sesama pengguna
jalan, maka BUMN sebagai agen pembangunan dan salah satu pilar ekonomi
nasional perlu berpartisipasi aktif dengan mendukung pelaksanaan Zero Over
Dimension Over Loading (ODOL) di lingkungan perusahaan BUMN, termasuk di
lingkup anak perusahaan dan entitas terafiliasi.

Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kepatuhan BUMN, anak perusahaan dan entitas terafiliasi dalam
memenuhi ketentuan angkutan barang yang berkeselamatan sehingga kegiatan
usaha BUMN terlaksana sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.
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C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat arahan dalam memastikan BUMN mematuhi ketentuan
larangan Over Dimension Over Loading (ODOL) di lingkungan BUMN, termasuk di
lingkup anak perusahaan dan entitas terafiliasi BUMN, dalam rangka menunjang
program pemerintah menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan yang lebih cepat
akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

D. Dasar

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan
Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan
Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 Tahun 2019 tentang
Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over
Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension);

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 116 Tahun 2021 tentang
Pengawasan dan Penindakan terhadap Kendaraan Angkutan Barang atas
Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) dan/atau Pelanggaran Muatan
Lebih (Over Loading).
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E. Isi
1. Bahwa dalam melaksanakan angkutan barang di jalan yang sesuai dengan

penerapan Zero ODOL, Direksi agar memastikan:

a. Kendaraan yang digunakan mematuhi ketentuan mengenai kendaraan
angkutan barang yang berkeselamatan;

b. Kendaraan yang digunakan mematuhi ketentuan mengenai tata cara
pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui;

c. Operasional kendaraan angkutan barang mengutamakan keselamatan
sesama pengguna jalan.

2. Dalam hal pelaksanaan angkutan barang dilakukan oleh mitra, Direksi agar
memastikan mitra logistik yang digunakan dalam operasional dan bisnis
perusahaan memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan Zero ODOL sebagaimana
butir 1 (satu) di atas.

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengawasi pelaksanaan Surat
Edaran ini.

4. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap penerapan Zero ODOL di atas agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025
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Tembusan:
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.



